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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku
pada usaha jasa laundry yang tercantum pada nota pembayaran pada beberapa
laundry di Papringan. Klausula eksonerasi adalah klausula dalam perjanjian yang
membatasi tanggung jawab pihak produsen. Perjanjian baku laundry yang berisi
klausula eksonerasi dibuat oleh pihak pelaku usaha yang mempunyai kedudukan
ekonomi kuat berhadapan dengan konsumen dalam posisi lemah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku
yang dibuat oleh pengusaha laundry dan untuk mengetahui perlindungan
konsumen terhadap klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku
usaha laundry.

Metode penelitian mengenai penerapan dan perlindungan konsumen
terhadap kalusula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa laundry di
Papringan ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya hukum dikonsepkan
sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial
yang lain. Penelitian ini mengambil lokasi di Papringan. Data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan didukung dengan data primer dari lapangan
selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan
membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan hasil penelitian
lapangan (data primer)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian baku yang
tercantum dalam nota pembayaran laundry di Papringan mengandung klausula
eksonerasi yang merugikan konsumen, karena konsumen tidak bisa mendapat
ganti rugi yang sepadan apabila terjadi sengketa. Perjanjian baku yang
dicantumkan dalam nota pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
karena kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan peraturan tersebut
menjadikan konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya
masing-masing. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak
Laundry wajib menyesuaikan klausula — klausula eksonerasi tersebut dengan
ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern saat ini, berbagai macam jenis usaha bermunculan
guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin sibuk.
Laundry menjadi salah satu bentuk jasa yang banyak diminati oleh pelaku
usaha karena prospeknya cukup menjanjikan dan penggunanya semakin
meluas. Pengguna jasa laundry kebanyakan adalah mahasiswa dan pekerja
kantoran yang bertempat tinggal di kos-kosan yang tidak memiliki waktu
untuk mencuci. Keberadaan jasa laundry sangat memudahkan karena lebih
efisien waktu dan tenaga. Untuk menarik konsumen pengusaha laundry
menawarkan berbagai macam bentuk layanan seperti cuci kering, cuci
seterika, tarif yang terjangkau, fasilitas antar jemput laundry, laundry kilat
dan lain sebagainya. Banyaknya usaha laundry menuntut para pelaku usaha
menggali kreatifitas dalam pemasaran dan distribusi jasa.

Tidak jarang demi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya,
pelaku usaha laundry mengabaikan pelayanan dan hak-hak konsumen. Jasa
laundry sering melakukan Kkelalaian berupa cacat pada pakaian yang
dikerjakan seperti pakaian yang rusak, pudar warna pakaian, kelunturan,
tertukar dengan konsumen lain, bahkan hilang.

Pelaku usaha laundry lazimnya mencantumkan perjanjian baku

sebagai upaya pelaku usaha laundry meminimalkan tanggung jawabnya



kepada konsumen. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh
klausula-klausulanya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada
dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan.*

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih
kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula
baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu
pihak konsumen, karena dibuat secara sepihak. Apabila konsumen menolak
klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang
dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal
tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula
baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan
cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-
tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak
menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima
walaupun dengan berat hati.? Perjanjian semacam itu cenderung secara
substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak
yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima

keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.®

! Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika
2008), him.139.

Abdul kadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), him. 6.

¥ Rahman Hasanudin, Legal Drafting (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), him. 134.



Prinsip kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari
kepentingan pelaku usaha secara sepihak, dengan pembakuan syarat — syarat
perjanjian maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena
konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.
Hal ini akan semakin tampak apabila di dalam perjanjian baku tersebut
disertai dengan syarat-syarat yang berisi tentang pengecualian tanggung
jawab atau kewajiban terhadap salah satu peristiwa yang seharusnya
ditanggung oleh pihak yang telah menetapkan isi perjanjian secara sepihak
(klausula eksonerasi).*

Perjanjian baku dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha Laundry pada
nota pembayaran yang isinya antara lain :

1. Kerusakan/luntur pakaian dalam proses pencucian adalah resiko
konsumen;

2. Laundry yang tidak diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal
selesai diluar tanggung jawab kami;

3. Pengaduan dapat diterima maksimal 24 jam sejak cucian diserahkan
kepada konsumen;

4. Bila terjadi kehilangan pakaian setelah meninggalkan outlet bukan
tanggung jawab kami.’

Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian Laundry tersebut

membuat konsumen tidak mempunyai banyak pilihan. Menjadi sangat

* Kelik Wardiono, Seri Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen (Perjanjian Baku,
Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif Doktrin dan
Prakteknya) (Surakarta: Fakultas Hukum UMS), him. 2.

® Dokumentasi Nota Laundry Anissa Laundry, Bantul, di ambil pada 23 April 2016.



merugikan karena terdapat klausula eksonerasi di dalamnya. Penghapusan
atau pembatasan kewajiban itu sendiri menimbulkan kewajiban yang
dibebankan kepada konsumen jasa laundry.

Seperti halnya yang dialami oleh Fahrizal Aji Nugroho salah seorang
mahasiswa di perguruan tinggi di Yogyakarta yang dilanggar haknya saat
memanfaatkan jasa Laundry di Papringan. Dimana beberapa pakaiannya
hilang kemudian saat di konfirmasi kepada pihak Laundry, pihak Laundry
tidak bertanggung jawab karena beranggapan kehilangan pakaian yang
dialami bukan kesalahan dari pihak Laundry. Mereka beranggapan pakaian
sudah diambil dan Fahrizal sudah meninggalkan outlet, kemudian seorang
pegawai manunjukan salah satu klausula yang tercantum pada nota Laundry
yang berbunyi “Bila terjadi kehilangan pakaian setelah meninggalkan outlet
bukan tanggung jawab kami” saat meminta ganti rugi dia tetap tidak bisa
menuntut haknya.®

Berdasarkan  permasalahan  diatas  kenyataannya  konsumen
mempunyai daya tawar jauh dibawah pelaku usaha. Di Indonesia, insiden
merugikan yang dialami konsumen sudah biasa terjadi ketika menggunakan
suatu jasa, sedangkan pelaku usaha lepas tangan seandainya pelayanan jasa
yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Hal
ini juga terjadi di pelayanan jasa laundry, diantaranya adalah beberapa

layanan jasa Laundry yang ada di Papringan Sleman Yogyakarta.

® Wawancara Terhadap Mahasiswa, Fahrizal Aji Nugroho sebagai Konsumen Jasa
Laundry di Papringan, Yang Dilakukan Pada Tanggal 18 Februari 2016.



Alasan penulis memilih objek penelitian di Papringan Sleman
Yogyakarta, dikarenakan menjamurnya usaha laundry di Papringan yang
notabene berada dekat dengan kampus-kampus dan kos-kosan, sehingga tidak
sedikit mahasiswa yang menggunakan layanan jasa laundry.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri, ketentuan
mengenai pencantuman klausula baku diatur pada Bab V tentang
pencantuman klausula baku yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal
18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan
bagi para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian
yang dibuat olehnya. Para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, yang
mana klausula baku yang dilarang tersebut telah diatur dalam pasal 18 ayat
(1) huruf a sampai dengan h. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan
bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau
pengungkapannya sulit dimengerti.’

Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan
untuk  mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, bukan untuk
mematikan usaha. Akan tetapi pada kenyataanya seringkali pelaku usaha
laundry mengabaikan hak-hak konsumen dan larangan-larangan yang telah

diatur didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.



Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan,
penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul
“Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam
Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Papringan Sleman Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas muncul
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa

Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku laundry di Papringan Sleman Yogyakarta?
C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian:

a. Bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku jasa laundry di Papringan Sleman Yogyakarta.

b. Bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap klausula
eksonerasi dalam perjanjian baku laundry di Papringan Sleman
Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian:
a. Akan berguna bagi pengembangan khasanah dan pendalaman ilmu

pengetahuan hukum terutama mengenai standar perjanjian yang



mengandung klausula eksonerasi sehingga pelaku usaha Laundry tidak
melepaskan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

b. Akan berguna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
pelaksaan perlindungan konsumen khususnya dalam jasa Laundry
pakaian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan konsumen belum ada
yang secara khusus membahas perlindungan konsumen terhadap klausula
eksonerasi dalam perjanjian baku pada jasa Laundry. Tetapi dalam
penelusuran penulis memperoleh beberapa karya yang dapat mendukung
penelitian ini

Dalam skripsi karya Hernowo Bayu Wicaksono, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah yang berjudul
“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Laundry Ditinjau Dari
Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)”.? Dalam tulisan ini Hernowo
menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagi konsumen
pengguna jasa Laundry Koem-Koem Kota Surakarta masih kurang, karena
pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban

masing-masing. Berbeda dengan penulis yang akan membahas lebih spesifik

® Hernowo Bayu Wicaksono , “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Laundry
Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi
kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)”, Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta (2015).



tentang perlindungan konsumen jasa Laundry terhadap klausula eksonerasi
dalam perjanjian baku.

Tesis karya Andreanto Mahardika, Program Studi Kenotariatan
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul
“Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli
Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali”.? Tulisan ini menerangkan
bahwa jual beli perumahan yang menggunakan perjanjian baku berklausula
eksonerasi tidak didukung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata serta melanggar pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang
perlindungan konsumen. Perbedaanya dengan penulis adalah penulis
membahas perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku Laundry sedangkan Andreanto membahas kabsahan dan
pelanggaran perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan.

Skripsi karya Dewi Irawati, Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di
Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di JI. Timoho Yogyakarta)”.*
Tulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen jasa Laundry ditinjau

dari hukum islam sudah sesuai karena telah dijelaskan secara jelas tentang

°® Andreanto Mahardika, “Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku
Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali”. Tesis tidak diterbitkan Program
Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

19 Dewi Irawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa
Laundry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di JI. Timoho Yogyakarta)”
Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Isalam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).



hak-hak dan kewajiban para pihak. Perbedaanya dengan penulis adalah
penulis membahas tentang perlindungan konsumen jasa Laundry terhadap
klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dari sudut pandang hukum positif
sedangkan Dewi Irawati membahas perlindungan konsumen jasa Laundry
dari sudut pandang hukum islam.

. Kerangka Teoritik

1) Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian secara otentik yang dirumuskan oleh
pembentuk Undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Terhadap rumusan tersebut Prof. Subekti berpendapat bahwa
walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya
disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada
perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan
yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.™

2) Asas-asas Dalam Perjanjian
Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas

kebebasan berperjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda

Subekti , Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), him. 2.
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(asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima
asas itu disajikan berikut ini:
a. Asas kebebasan berperjanjian

Asas kebebasan berperjanjian dapat dianalisis dari ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berperjanjian adalah suatu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan."?

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dikenal
dengan asas konsensualisme. Berasal dari perkataan latin consensus
yang berarti sepakat. Sudah semestinya suatu perjanjian juga
dinamakan persetujuan, yang berarti kedua belah pihak sudah sepakat
atau setuju mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada
dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenaya itu sudah

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.*®* Artinya, perjanjian

125alim H.S, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penulisan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), him. 9.

BSubekti , Hukum Perjanjian (Jakarta:PT. Inter masa, 2002), him. 15.
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itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan
tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.
c. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak
pertama dan pihak kedua harus melaksanakan substansi perjanjian
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan
baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad
baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang
memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada
iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan
keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan
(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif.*

d. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315

' Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penulisan Kontrak)..., him. 11.
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dan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”® Pada pasal
1315 KUH Perdata berbunyi :
“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk
dirinya sendiri”.
Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH

Perdata berbunyi :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku
bagi mereka yang membuatnya.
e. Asas Pacta Sun Servanda (asas kepastian hukum).

Asas pacta sun servanda atau disebut juga dengan asas
kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.
Asas pacta sun servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak
ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para
pihak, dan asas pacta sun servanda dapat disimpulkan dalam Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

”Perejanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang”.

3 1bid., him. 12.

'8 Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penulisan Kontrak)..., him. 10.
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3. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam prektek dikenal ada berbagai sebutan untuk
jenis perjanjian/ perjanjian semacam ini misalnya di Perancis digunakan
Contract d’adhesion. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal
dalam bahasa Belanda standard contract atau standard voorwaarden."’

Pemerintah Indonesia secara resmi melalui Undang-undang No. 8
tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat
ditemukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen. Ada juga yang menyebutkan bahwa
perjanjian standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat
oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku

(standar) serta dituangkan secara tertulis.*®

7 salim .HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 145.

8 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 108.
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Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum
standard contract sebagai berikut:*®
a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya)
kuat;

b. Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama
menentukan perjanjian;

c. Terdorong oleh kebutuhan debitur/konsumen terpaksa menerima
perjanjian itu;

d. Bentuk tertentu (tertulis)

e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir
seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang
lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan.
Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya
sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian
baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh
produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku
umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja
yaitu menyetujui atau menolaknya.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian
baku, yaitu:

1) Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat;

9 Salim .HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata..., him. 146.
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2) Dalam bentuk sebuah formulir;
3) Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian.?
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
menentukan atau menggali suatu yang telah ada untuk kemudian di kaji
kebenarannya yang mungkin masih diragukan.? Dalam penulisan
skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang diperoleh
dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Adapun lokasi
penelitian ini dilakukan di beberapa layanan jasa laundry yang ada
di Papringan Sleman Yogyakarta sebagai sumber data primer.
Sedangkan data sekunder adalah buku-buku hukum perjanjian,
hukum perlindungan konsumen, dan buku-buku lain yang secara
langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pokok
permasalahan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk

20 5alim .HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata..., him. 47.

2! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka
Putra, 1997), him. 102.
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mengatasi masalah-masalah tertentu.?? Sifat ini sangat berguna untuk
menilai masalah perlindungan konsumen terhadap klausula
eksonerasi dalam perjanjian baku jasa laundry yang dijalankan di
beberapa layanan jasa laundry di Papringan Sleman Yogyakarta.
3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Maksudnya, data
yang diperoleh dalam berpedoman pada segi-segi yuridis juga
berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat
bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data
sekunder digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan
perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan
konsumen, buku-buku dan artikel artikel yang mempunyai korelasi
dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan
pendekatan empiris yang mempergunakan sumber data primer,
digunakan untuk menganalisa hukum yang selalu berhubungan
dengan aspek kehidupan bermasyarakat.

4. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian
hukum ini antara lain:

a. Data primer

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 10.
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Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa
fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku
manusia. Baik dalam bentuk verbal perilaku nyata, maupun
perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau
catatan-catatan/arsip data primer diperoleh secara langsung dari
lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan
observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.?

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data primer
dalam penelitian dapat diperoleh melalui interview pemilik,
karyawan dan konsumen laundry di Papringan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari keterangan
atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak
langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.?* Dalam hal
ini buku-buku yang digunakan mengenai hukum perjanjian,
hukum perlindungan konsumen, jurnal tentang perlindungan
konsumen dan perjanjian baku. Kemudian dokumen resmi yang
digunakan adalah KUH Perdata, Undang-undang nomor 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta Ul Press,2010), him. 11.

21bid.., him. 12.
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5. Metode Pengumpulan Data

a.

Interview

Interview yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya
langsung kepada pihak jasa laundry (pemilik Laundry dan
pegawai-pegawainya) Yyang ada di Papringan Sleman
Yogyakarta. Serta konsumen pengguna jasa laundry dengan
memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar
wawancara dapat terarah.
Observasi

Observasi yaitu penulis terjun secara langsung untuk
mengamati bagaimana penerapan perjanjian baku berklausula
eksonerasi oleh pihak laundry sehingga dapat diketahui
bagaimana wujud perlindungan konsumen jasa laundry terhadap

perjanjian baku laundry berklausula eksonerasi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah

melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Analisis dilakukan

dengan metode kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan

membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan

hasil penelitian lapangan (data primer) sehingga dapat dibuktikan

apakah penerapan perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha laundry

adalah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur
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dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari
beberapa sub yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perlindungan konsumen
terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang terdiri dari
pengertian perjanjian, syarat sah pejanjian, jenis perjanjian, pengertian
perjanjian baku, macam-macam perjanjian baku, ciri-ciri perjanjian baku
keabsahan perjanjian baku, pengertian klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku, hubungan klausula baku dan klausula eksonerasi.
Perlindungan Konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian
baku, pelaku usaha dan konsumen, dasar hukum larangan pencantuman
klausula eksonerasi.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang klausula eksonerasi
dalam perjanjian baku jasa laundry. dalam bab ini diuraikan tinjauan
umum tentang usaha jasa laundry di Papringan, perjanjian baku yang
digunakan,bentuk dan isi perjanjian dalam nota, klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku yang digunakan.

Bab keempat, penulis akan berusaha memberikan analisis

mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan
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perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian
baku jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis
selanjutnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam nota jasa laundry di Papringan Sleman Yogyakarta berisi
perjanjian baku yang yang mengandung klausula eksonerasi. Dalam
penerapannya setidaknya terdapat 4 bentuk klausula eksonerasi, yaitu:

a. Penyusutan pakaian, kelunturan, atau hilangnya barang ketika proses
pencucian bukan sepenuhnya tanggung jawab pihak laundry;

b. Pihak pelaku usaha laundry melakukan ganti rugi kepada konsumen
jika terjadi murni kesalahan dari pihak laundry sebagai bentuk
tanggung jawab dengan penggantian rata-rata 5-10 kali dari biaya
pencucian di nota laundry konsumen;

c. Pelaku usaha laundry tidak bertanggung jawab atas resiko dari
barang/pakaian karena suatu hal yang luar biasa dan tidak
diperkirakan sebelumnya;

d. Pelaku usaha laundry tidak bertanggung jawab atas segala keluhan
dan permintaan ganti rugi setelah meninggalkan outlet laundry.

Klausula-klausula eksonerasi yang penulis rangkum berdasarkan hasil

penelitian di lapangan, menunjukkan adanya uapaya pelepasan tanggung jawab,
sehingga tampak merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pihak pelaku

usaha  laundry. Hal tersebut terjadi  karena  masih  kurangnya

83
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pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen mengakibatkan konsumen kurang memahami hak-hak

yang harus diperoleh dan tanggung jawab pelaku usaha menjadi kurang, yang

akhirnya berdampak pada upaya penyelesaian sengketa tidak memberikan hasil

yang memuaskan.

2. Perjanjian Baku yang tercantum dalam nota pembayaran laundry di
Papringan Sleman Yogyakata mengandung klausula eksonerasi, isinya
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran
1. Bagi pemerintah Negara harus hadir dan lebih memberikan perannya

dalam pembinaan dan pendidikan konsumen untuk masyarakat. Serta
sosialisasi Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen. Sehingga masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha
mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Bagi masyarakat, sebagai konsumen sebaiknya lebih memperhatikan hak-
hak nya sebagai konsumen apabila merasa dirugikan, konsumen tidak
perlu takut untuk menuntut dan menggugat pelaku usaha agar
mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang di alami.

Bagi pihak pelaku usaha jasa laundry di Papringan seharusnya tidak hanya
mencari keuntungan  semata, namun  juga harus memperhatikan

pemenuhan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang
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Perlindungan konsumen, selanjutnya agar menyesuaikan klausula-klausula
eksonerasi dalam perjanjian baku dalam nota pembayaran dengan
ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.
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LAMPIRAN 1

Dokumentasi Nota Laundry

Gambar 1 Nota pembayaran TOP Laundry Papringan

JI. Petung No.7 Papringan Rt08 Rw03 CaturTunggal, Depok, Sleman
Phone : 0817 374 088 / 0857 1267 7333

No. Nota : 000970

Nama A NFan Terima : 13

Pewangi : Selesai : 2\

Cuci Komplit : ‘4 Kg Rp._ 20O
Cwuci Basah = Kg Rp.

Cuci Kering - Kg Rp.

Setrika & Kg Rp.

Lain-l‘ain g Kg Rp.

- Cucian yang rusak karena sifat bahan kain bukan

A W N

v

tanggung jawab kami.
Cucian LUNTUR yang tidak diberitahukan kepada
kami bukan tanggung jawab kami.

. Hitung dan periksa cucian anda, Keluhan setelah

meninggalkan outlet tidak kami layani.

. Apabila konsumen tidak mengetahui jumlah

cucian, maka jumilah yang kami hitung dianggap
benar.

Pengajuan keberatan tidak melebihl 24 jam
setelah cucian diterima, dengan disertakan nota.

6. Benda berharga atau barang yvang tertinggal

aN

dalam cucian apabila rusak/hilang bukan
tanggung jawab kami.

. Cucian hilang/rusak diganti S5 kali ongkos laundry.
. Barang yang tidak diambil lebih dari 1 bulan

bukan tanggung jawab kami.

Pengambilan cucian tidak bisa diambil/diwakili
orang lain, bila terpaksa disertakan
nota/konfirmasi terlebih dahulu.

SAYA TELAH MEMBACA DAN MENYETUJUI
SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTERA

Cashier Customer

Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda

N
-
—
=] 2N

Gambar 2 Nota pembayaran Citra Laundry Papringan

CITRA Loaundry Smm

DIJAMIN SATU HARL JADI
TANPA DIJEMUR, LEBIH BERSIH, LEBIQ HIGIENIS; LEBIH FRESH
Ji. Petung 17 Papringan, Yogya,. Telp 0823221681079

TERIMA LAUNDRY
- Super Kilat ( 2 Jam).

- Express / Kilat (4 Jam)

- Boneka, Karpet, Tas, Jakat Bad Cover, DIl

0040

Nama : A\ Fcwn

JAM 06 00 22.00

.

< b DI

6-9

o f THE

dmiviKg Keterangan

Harga Rp

dJumiah Rp

e 2. \noxS

LAVOO

TJotal Rp

L0

PERHATIAN 113
. Barang yang tidak diambil setelah 1 bulan diluar tanggung jawab kami
Kerusakan, kelunturan yang disebabkan sifat bahan pakaian resiko pelanggan

Lin

=
4.
S,

dengan melampirkan nota order

. Layanan pengaduan konsumen maksimal 1X24 jam setelah pengambilan

Pengaduan atas klaim kerusakan atau kehilangan mengacu pada daftar

kompensasi yang telah dibuat

Apabila konsumen tidak menghitung jumiah cucian di depan kami,

maka jumilah yang kami hitung dianggap benar

TFerrcercciibaraddi Frae Repercagacer ~Peroler
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Gambar 3 Nota pembayaran Graha Laundry Papringan
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| Ji. Petung No. 15 Papringan Yogyakarta. Teip. D675 4393 2855 |
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2. Infor

Gambar 4 Nota pembayaran Dideza Laundry Papringan
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Gambar 5 Nota pembayaran Lektop Laundry Papringan
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Gambar 6 Nota pembayaran Dofa Laundry Papringan
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dofa Frvcornctoy & Ly Cloanirng

Papringan. . Petung 14 Yogyakarta
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Nama:

o fndre o

Barang

7

Cﬁtaicln:

Mohon diperiksa ternadap kermungkinan barang yal nggal disaku.

atau yang menempel pada pakaian, kami tidak bertanggung jawab
atas kehilangan barang-barang tersetout.

Cucian yang hilkang atau rusak, akan kami ganti tidak lebih dairi 1 (o]
(sepuluh) kall ongkos cucian barang tersebut, dari berat barang yang
serupa dan / atau sejenis. Pengaduan sudah kami terima dalam waktu
12 (dua belas) jam setelah diterimma. Dan disertai nota yang dibawa.

Karena keadaan dan / atay sifat bahannya maka penc

atas, persetujuan pemilik, kami fidak bertanggung jawa
yang luntur dan mengkerut.

1rst

ian dilakukan
as pakaian
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